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Penetapan APBDesa merupakan kewenangan lokal berskala desa di 
bidang pemerintahan desa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa, yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1). mendeskripsikan peran Pemerintah 
Desa dalam penysusunan APBDesa di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun 
Kabupaten Ponorogo; (2). Menderkripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa 
dalam penysusunan APBDesa di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten 
Ponorogo. 
Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Sumber data primer yang 
dijadikan informan oleh peneliti adalah  hasil wawancara mendalam dengan 
Kepala Desa Mrayan, dan Kaur Pemerintahan Desa Mrayan. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Peran pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam 
penyusunan APBDesa di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 
dilakukan sesuai dengan tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh 
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sebagaimana yang telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014. 
Dalam hal ini, Peran pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa di 
Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dilakukan melalui tahap-
tahap penyusunan APBDesa, yang meliputi: (1). Tahap merencanakan APBDesa; 
(2). Tahap menyusun APBDesa; (3). Tahap membahas APBDesa; (4). Tahap 
menetapkan APBDesa; (5). Tahap mengundangkan APBDesa; dan (6). Tahap 
penyebarluasan. 
Sedangkan peran badan permusyawaratan desa dalam penyusunan 
APBDesa di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dilakukan 
melalui tahap-tahap yang meliputi: (1). Tahap mengusulkan APBDesa; (2). Tahap 
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Determination of APBDesa is local authority scale from village to village 
governance. APBDesa is the annual financial plan of the village Government was 
discussed and approved by the Government of the village to BPD, which was then 
renamed the village regulations. 
This research aims to: (1) describe the role of Government in the village of 
preparation APBDesa in the village of Ngrayun Sub-district Mrayan Ponorogo; 
(2) To discribe the role of BPD to preparation APBDesa in the village of Ngrayun 
Sub-district Mrayan Ponorogo. 
This research uses qualitative type. The primary data source, which 
provided the informant by researchers is the result of in-depth interviews with the 
head of the village Government, and Kaur Mrayan Village Mrayan. Data 
collection Techniques used in this research is the observation, interviews, and 
documentation. While the data analysis techniques using data reduction, the 
presentation of data, and the withdrawal of the conclusion. 
The role of Government's consultative body of the village and village in 
the preparation APBDesa in the village of Ngrayun Sub-district Mrayan Ponorogo 
conducted in accordance with the duties, obligations and authorities of the 
Government-owned the village and BPD as regulated in the law UU No.6 Tahun 
2014 and PP No.43 Tahun 2014 . 
In this regard, the role of the Government in the preparation of APBDesa 
village in the village of Ngrayun Sub-district Mrayan Ponorogo is done through 
the stages of preparation of APBDesa, which include: (1) Phase plan APBDesa; 
(2) the stage of compiling APBDesa; (3) the stage of discussing APBDesa; (4) the 
stage set APBDesa; (5) the stage passes APBDesa; and (6). Stages of deployment. 
While the role of the BPD in preparation of APBDesa in the village of 
Ngrayun Sub-district Mrayan Ponorogo is done through the stages which include: 
(1) stage of the proposed APBDesa; (2) the stage of discussing APBDesa; (3) the 
stage of approving APBDesa. 
 
